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ABSTRAK

M. Rodhi. NPM 1405170469. Analisis Penagihan Pajak dan Pembayaran Tunggakan
Pajak Dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur,
2018. Skripsi 

Dalam pelaksanaan penagihan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang penagihan
pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan ini belum membuahkan hasil dari pencapain
realisasi  yang  telah  dilaksanakan.  Penagihan  pajak  yang  dihasilkan  di  KPP
Pratama Medan Timur belum mencapai pada target yang ditetapkan dan realisasi
yang  dihasilkan  jauh  dari  yang  diharapkan.  Kontribusi  yang  dihasilkan  dari
penagihan pajak untuk penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur masih
sangat  kurang  terutama  pada  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  Surat  Perintah
Melaksanakan Penagihan (SPMP). 

Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  tahapan  pelaksanaan,
faktor-faktor penagihan pajak, dan kontribusi  penagihan pajak atas pembayaran
tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Medan Timur. Untuk itu dalam
penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif,  sumber data  yang dipakai  data
primer  dan  data  sekunder,  jenis  data  adalah  deskriptif,  dimana  teknik
pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi.  Teknik analisis data
adalah  mengumpulkan  data  yang  diperlukan,  mengambil  wawancara,  dan
menganalisis hasil penelitian. Dari hasil penelitian penulis  menunjukkan bahwa
penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam penerimaan pajak adalah
dimana  penagihan  pajak  mempunyai  peran  dalam  membantu  pencapaian
penerimaan pajak  dan penagihan pajak  ini  juga  dapat  membantu  memperkecil
tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan Pajak
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  utama  Negara,

yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran  pembelanjaan  rutin

Negara  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  yang  berlangsung  secara  terus-

menerus  dan  berkeseinambungan,  dengan  mewujudkan  tata  kehidupan  Negara

dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib Negara. Menurut Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada

Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Namun  optimalisasi  penerimaan  pajak  masih  terbentur  pada  berbagai

kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak yang

disebabkan  wajib  pajak  lupa  atau  lalai  dalam  melakuan  pembayaran  untuk

melunasi  utang  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  masih  kurang  dalam membayar,

terjadi perubahan alamat,dan wajib pajak masih belum mampu untuk melunasi

utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Besarnya tunggakan pajak yang berdampak pada rendahnya penerimaan

pajak  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  pemungutan  pajak,  salah

satunya dengan upaya penagihan yang dilakukan oleh fiskus terhadap tunggakan
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pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa. Peraturan perundangan-perundangan mengenai

perpajakan  terus  disempurnakan  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi,

tekhnologi  informasi,  sosial,  dan  politik.  Perubahan  perundang-undangan

ketentuan  pajak  dimaksudkan  untuk  lebih  memberikan  keadilan,  memberikan

pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang

sederhana  menjadi  ciri  dan  corak  dalam  perubahan  undang-undang.  Upaya

penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang

perubahan atas UU Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

paksa.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  penagihan  pajak  didefinisikan  sebagai

serangkaian  tindakan  agar  Penanggung  Pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya

penagihan pajak dengan menegur atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah

disita  yang bertujuan untuk memaksimalkan pelunasan utang pajak oleh wajib

pajak.

Secara  teori  penagihan  pajak  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak.

Disinilah para juru sita berperan aktif dalam melaksanakan upaya penagihan yang

meliputi  surat  teguran,  surat  paksa,  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan

(SPMP), Lelang.

Pada  tahap  awal  upaya  penagihan  pajak,  instansi  perpajakan  akan

mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran ini ialah surat yang diterbitkan oleh
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pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi

utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak

segera  melunasi  utang  pajaknya  untuk  menghindari  dilakukannya  tindakan

penagihan. Surat Teguran ini mempunya kesempatan sampai dengan jangka waktu

14 hari sebelum dilakukanya tahap pengeluaran Surat Paksa. Surat Teguran ini

diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Disaat wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran atas hutang pajaknya

yang pada saat itu sudah diterbitkannya surat teguran, maka instansi perpajakan

melakukan penerbitaan  atas  Surat  Paksa.  Surat   Paksa ini  ialah  surat  perintah

membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  yang  telah  mempunyai

kekuatan hukum dan berjangka waktu dalam pelunasannya 2x24 jam. 

Dan  apabila  hutang  pajak  belum  juga  dilunasi  maka  akan  diterbitakan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaaan (SPMP). Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan  ini  ialah  surat  perintah  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  untuk

melaksanakan  penyitaan.  Penyitaan  dilaksanakan  oleh  juru  sita  pajak  dengan

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk

Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Apabila dalam waktu

14  hari  setelah  dilakukan  penyitaan  utang  pajak  belum  dibayar  maka  akan

dilakukan  tindakan  penyitaan.  Dalam hal  penanggung  pajak  belum membayar

biaya  atas  penagihan  paksa  dan  pelaksanaan  sita  maka  biaya  tersebut  akan

digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan

biaya pada saat pelelangan. 
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Pemerintah akan berusaha untuk melakukan tindakan tegas untuk memaksa

Wajib  Pajak melunasi  utang pajaknya.  Proses  penagihan pajak akan dilakukan

secara  konsisten  dan  berkesinambungan  oleh  fiskus,  akan  mewujudkan  law

enforcement sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan

metode ini, diharapkan penagihan pajak dapat berfungsi sebagai pengingat Wajib

Pajak agar segera melunasi utang pajaknya.

Untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran pentingnya  pajak  terhadap

masyarakat  berarti  pemerintah  harus  membantu  masyarakat  untuk  turun  serta

berpartisipasi dalam peningkatan penerimaan yang bertujuan untuk pembangunan

nasional, tetapi  sekarang  ini  dalam  prakteknya  sering  sekali  dijumpai  adanya

pihak-pihak  yang  tidak  mempunyai  kesadaran  dalam  berpartisipasi  membayar

pajaknya. Hal  itu  dibuktikan  dengan  banyaknya  tunggakan-tunggakan  pajak

dalam jumlah besar yang belum terealisasikan pembayarannya maupun adanya

pihak-pihak yang akan berusaha untuk ari atau menghindari pajak dengan tidak

melaporkan kegiatan usahanya.

Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Medan  Timur  terjadi

fluktuasi pelunasan piutang pajak melalui penagihan dan pembayaran tunggakan

pajak oleh wajib pajak setiap tahunnya.  Selain itu,  realisasi  pelunasan piutang

pajak melalui penagihan dan pencairan tunggakan pajak oleh wajib pajak tidak

mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
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TAHUN
TARGET

PENAGIHAN
(Rp)

TOTAL PENAGIHAN
SURAT

TEGURAN
(Rp)

SURAT
PAKSA

(Rp)

SPMP
(Rp)

LELANG
(Rp)

BLOKIR
(Rp)

CEGAH
(Rp)

2013 35.741.210 10.359.944 5.550.929 1.328.585 0 0 0

2014 47.527.219 109.780.546 40.904.357   518.807 0 18.904.082 0

2015 53.239.092 65.630.358 48.371.957 3.320.701 0 33.377.095
31.910.33

1

2016 49.102.891 39.521.857 30.628.786 2.459.589 0 1.427.151 3.083.821

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak 2013-2016

(dalam satuan miliar)

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

REALISASI PENAGIHAN
TOTAL

REALISASI
PENAGIHAN

(Rp)

SURAT
TEGURAN

(Rp)

SURAT
PAKSA

(Rp)

SPMP
(Rp)

LELANG
(Rp)

BLOKIR
(Rp)

CEGAH
(Rp)

SELISIH
TARGET

(Rp)

   722.960   1.217.577   76.667 0 1.284.936 0 3.302.140 32.439.070

2.854.441 20.096.383 518.807 0 1.414.772 0 24.884.403 22.642816

6.091.895 10.178.974   11.035 0      50.000 735.090 17.066.994 36.172.098

1.221.563   6.234.413   89.403 0 0 0 7.545379 41.557.512
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Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa realisasi pelunasan piutang

pajak melalui penagihan dan  pembayaran tunggakan pajak di tahun 2013-2016

tidak mencapai target, bahkan sangat kecil dibandingkan tunggakan pajak yang

diasumsikan  senilai  target  pelunasan  piutang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur belum berjalan secara

efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan

perbaikan  kinerja  pada  KPP  Pratama  Medan  Timur  khususnya  pada  bagian

penagihan pajak aktif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah

total penerimaan pajak.

Penerimaan  pajak yang terdapat di  KPP Pratama Medan Timur  sebagai

berikut:

Tabel I.2
Data PenerimaanPajak KPP Pratama Medan Timur 2013-2016

Data PenerimanPajak KPP Pratama Medan Timur
Tahun Target Realisasi
2013 Rp     867.911.000.000  Rp      775.007.848.087
2014 Rp.    908.663.480.000  Rp      853.466.565.047
2015 Rp  1.446.540.218.000 Rp  1.055.913.336.255
2016 Rp 1.305.273.822.000 Rp  1.663.959.395.655

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  pajak  mengalami

kenaikan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 tetapi tidak mencapai target yang

telah ditentukan, dan pada tahun 2016 terlihat realisasi yang dihasilkan melonjak

tinggi  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)

menyelenggarakan  Tax  amnesty.  Tax  amnesty ini  sangat  menguntungkan  bagi
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wajib pajak karena seluruh hutang-hutang wajib pajak ditahun-tahun sebelumnya

dihapuskan dengan cara melaporkan seluruh harta kekayaannya.

Menurut  Undang-Undang  Pasal  1  angka  3  UU  No.  4/2012  tentang

perubahan ketiga atas Undang-Undang No.22/2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012. Penerimaan perpajakan adalah

suatu  penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak  dalam  negeri  dan  pajak

perdagangan Internasional.

Sumber dari penerimaan pajak dalam negeri bias berupa Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah

(PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan  (BPHTB),  cukai,  serta  pajak  lainnya.  Dan  sumber  dari  pajak

perdagangan Internasional bisa berupa bea masuk dan pajak ekspor.

Dengan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  diharapkan  demi  tercapainya

suatu target dari penerimaan pajak ini, wajib pajak harus menaati segala peraturan

yang  telah  di  tetapkan  untuk  melaporkan  segala  harta  dan  hasil  kekayaanya

kepada instansi pajak dengan tepat waktu. 

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib

Pajak  dalam  membayar  pajak  terutangnya  sesuai  dengan  peraturan  dan

perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Peran  masyarakat  dalam

pemenuhan  kewajiban  di  bidang  perpajakan  perlu  ditingkatkan  dengan

mendorong kesadaran dan pemahaman pentingnya membayar pajak sebagai salah

satu  kewajiban  warga  negara  yang  dapat  dipaksakan  penagihannya.  Untuk  itu
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diperlukan suatu tindakan dari  aparatur  perpajakan untuk melakukan pencairan

terhadap tunggakan yang terjadi.

Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian

yang  berjudul “ANALISIS  PENAGIHAN  PAJAK  DAN  PEMBAYARAN

TUNGGAKAN  PAJAK  DALAM  PENERIMAAN  PAJAK  DI  KPP

PRATAMA MEDAN TIMUR”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  terdapat  suatu

permasalahan  yang  terjadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Medan

Timur dan dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih belum terlaksannya penagihan pajak secara efektif.

2. Masih  banyaknya  tunggakan  pajak  yang belum dilunasi  oleh  wajib  pajak

sehingga dilaksanakannya penagihan pajak pada tahun 2013-2016.

3. Pembayaran tunggakan pajak yang masih belum mencapai target yang telah

ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di

rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di

KPP Pratama Medan Timur?

2. Bagaimana faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target

penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur?
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3. Bagaimana kontribusi penerimaan penagihan pajak dalam penerimaan pajak

di KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  penelitian  adalah

sebagai berikut:

a. Untuk  menganalisis  tahapan  dalam  pelaksanaan  penagihan  pajak  yang

dilakukan di KPP Pratama Medan Timur.

b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target

penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur. 

c. Untuk  menganalisis kontribusi penagihan pajak atas pembayaran tunggakan

pajak dalam penerimaan pajak di KPP Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Peneltian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara

lain sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian membuktikan secara

empiris  dapat  mengetahui  analisis penagihan  pajak  dan  pembayaran

tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
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Diharapkan hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan/masukan bagi

KPP Pratama  Medan  Timur  dalam  melaksanakan  penagihan  aktif  dalam

upaya peningkatan pembayaran tunggakan utang pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan

sebagai  referensi  khususnya  untuk  mengkaji  topik-topik  yang  berkaitan

dengan masalah yang dibahas penelitian ini.
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BAB II

LANDASAN  TEORI

A. Uraian Teoritis 

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada  Pasal  1  ayat  1  pajak  adalah  kontribusi  wajib

kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat

memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan

secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. 

Pajak  menurut  Soemitro  dalam  Resmi  (2016,  hal  1)  adalah  peralihan

kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang

dapat dipaksakan dengan tidak  mendapatkan imbalan  yang secara langsung dapat

ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai

alat  pendorong,  penghambat  atau  pencegah,  untuk  mencapai  tujuan  yang  ada

diluar bidang keuangan negara.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011, hal 1) bahwa pajak sebagai

suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang

disebabkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu,  tetapi  bukan sebagai  hukuman,  tetapi  tidak ada jasa timbal  balik  dari

negara  secara  langsung,  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara  umum.  Dari

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu masyarakat



diminta  menyerahkan  sebagian  harta  yang  dimiliki  sebagai  kontribusi  untuk

membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. 

2. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2016, hal 3) ada 2 fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi  Budgetair disebut  juga  fungsi  utama  pajak,  yaitu  pajak  dapat

dipergunakan  sebagai  alat  untuk  memasukan  dana  ke  kas  Negara  secara

optimal  berdasarkan undang-undang.  Disebut  sebagai  fungsi  utama karena

merupakan  suatu  alat  atau  sumber  untuk  memasukan  uang  sebanyak-

banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi  Regulerend  disebut  juga  fungsi  tambahan  yaitu  pajak  digunakan

sebagai  alat  untuk  mencapai  suatu   tujuan  tertentu  yang  letaknya  diluar

bidang  keuangan.  Disebut  sebagai  fungsi  tambahan  karena  hanya  sebagai

fungsi  pelengkap dari  fungsi  utama pajak  sebagai  sumber  pemasukan dan

penerimaan dasar bagi pemerintah.

3. Jenis Pajak

Menurut  Priantara (2016,  hal  6),   terdapat  perbedaan atau pengolongan

jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar

pajak,  apakah  beban  pajak  dapat  dilimpahkan  dengan  orang  lain,  siapa  yang

memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

38
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a. Menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama

memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

2) Pajak  objektif  adalah  jenis  pajak  yang dikenakan dengan pertama-tama

memerhatikan  objeknya  baik  berupa  keadaan  perbuatan  atau  peristiwa

yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

b. Menurut golongannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul  sendiri

oleh  wajib  pajak  dan  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  orang  lain  serta

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.  Contohnya

adalah pajak penghasilan.

2) Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  bebannya  dapat  dilimpahkan

kepada  orang  lain  dan  hanya  dikenakan  pada  hal-hal  tertentu  atau

peristiwa-peristiwa  tertentu  saja.  Contohnya  adalah  pajak  pertambahan

nilai.

c. Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak  pusat  adalah  pajak  yang  dipungut  pemerintah  pusat  yang  dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan Direktorat Jenderal

Pajak. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut  pemerintah daerah yang

dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda).  Contoh:  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Pajak  reklame,

Pajak restoran, Pajak hiburan.
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4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian,  antara

lain: (Agustinus, 2009, hal. 3)

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung

jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With holding system

Sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.

5. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak
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Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang

Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud

dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau

memberitahukan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus,

memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan  Pajak  menurut  Priantara  (2016,  hal  116)  adalah  serangkaian

tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan

seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang telah disita. Hal  ini  berarti  penagihan  pajak  merupakan  suatu

tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus

dibayar oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik dengan cara lembut atau

persuasive  dan  administrasi  hingga  cara  penyitaan  dan  pelanggan.

Pelaksanaan  penagihan  pajak  merupakan  ujung  tombak  dalam

menyelamatkan  penerimaan  negara  yang  tertunda,  oleh  sebab  itu  Seksi

Penagihan merupakan seksi produksi yang paling penting.

b. Dasar Penagihan Pajak
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Sesuai  Pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009,  tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun

Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)
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Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak

dan/atau  sanksi  administrasi  berupa  bunga  atau  denda.  Sesuai  ketentuan

pasal  14 Undang-Undang KUP bahwa STP mempunyai  kekuatan  hukum

yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  adalah  surat  keterangan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,

dan jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat  Ketetapan Pajak  Kurang Bayar  Tambahan (SKPKBT) adalah  surat

ketetapan  pajak  yang  menentukan  tambahan  atas  jumlah  pajak  yang

ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Menurut  Undang-Undang  Pasal  12  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Ketetapan Pajak

(SKP)  adalah  surat  ketetapan  yang  meliputi  Surat  Ketetapan  Pajak

KurangBayar,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  Surat

Ketetapan Pajal Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan

Pajak  ini  sebagai  suatu  ketetapan  tertulis  yang  menimbulkan  hak  dan

kewajiban,  memuat  besarnya  utang pajak pada tahun tertentu bagi  wajib

pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)
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Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap

surat  ketetapan  pajak  atau  terhadap  pemotongan  atau  pemungutan  oleh

Wajib Pajak.

6) Putusan Banding (PB)

Putusan banding adalah  Putusan Badan Peradilan  atau  Banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c. Bentuk Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Penagihan Pajak Pasif 

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak

(STP),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan

Pajak Kurang Bayar  Tambahan (SKPKBT),  Surat  Keputusan Pembetulan

yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, Surat Keputusan Pembetulan

yang  menyebabkan  pajak  terutang  menjadi  lebih  besar,  Surat  Keputusan

Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka

waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti

dengan  penagihan  pajak  secara  aktif  yang  dimulai  dengan  menerbitkan

Surat Teguran. 

2) Penagihan Pajak Aktif  

Penagihan  pajak  aktif  merupakan  lanjutan  dari  penagihan  pajak  pasif,

dimana dalam upaya penagihan ini  fiskus berperan aktif  dalam arti  tidak

hanya  mengirim  Surat  Tagihan  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  tetapi  akan

diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 
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d. Pelaksanaan Penagihan Aktif

1) Surat Teguran 

Terbitnya Surat Teguran terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah

pajak  yang  masih  harus  dibayar  sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo

pelunasan  surat  ketetapan  pajak,  maka  pajak  yang  masih  harus  dibayar

tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat

Peringatan,  atau  surat  lain  yang  sejenisnya.  Peringatan  surat  lain  yang

sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat

Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat

Paksa diterbitkan. 

Surat  Teguran  tidak  diterbitkan  terhadap  penanggung  pajak  yang  telah

disetujui  untuk mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.  Penerbitan

surat teguran dilakukan sebagai berikut: 

a) Dalam hal  wajib  Pajak  menyetujui  seluruh  jumlah  pajak  yang  masih

harus  dibayar  dalam  pemabahasan  hasil  akhir  pemeriksaan.  Kepada

Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pelunasan. 

b) Dalam hal  Wajib  Pajak  tidak  menyetujui  sebagai  atau  seluruh jumlah

pajak  yang  masih  harus  dibayar  dalam  pembahasan  akhir  hasil

pemeriksaan  dan  Wajib  Pajak  tidak  mengajukan  keberatan  atas  Surat

Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Wajib Pajak disampaikan



47

Surat  Teguran  setelah  7  (tujuh)  hari  sejak  jatuh  tempo  pengajuan

keberatan. 

c) Dalam hal  ini  Wajib  Pajak  mencabut  pengajuan  keberatan  atas  Surat

Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak

Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  setelah  tanggal  jatuh  tempo

pelunasan  tetapi  sebelum tanggal  diterima  Surat  Pemberitahuan  untuk

hadir oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran

setelah  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal  pencabutan  pengajuan  keberatan

tersebut. 

d) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah

pajak  yang  masih  harus  dibayar  dalam  pembahasan  akhir  hasil

pemeriksaan,  dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding

atas  keputusan  keberatan  sehubungan  dengan  Surat  Ketetapan  Pajak

Kurang  Bayar  (SKPKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar

Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran,

setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. 

e) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir  hasil  pemeriksaan,

dan  Wajib  Pajak  mengajukan  permohonan  banding  atas  keputusan

keberatan  sehubungan  dengan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar

(SKPKB). 

f) Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  kepada

Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat
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jatuh  tempo  pelunasan  pajak  yang  masih  harus  dibayar  berdasarkan

Putusan Banding, Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai

berikut: 

(1) Secara Langsung 

(2) Melalui Pos, atau

(3) Melalui  perusahaan  jasa  ekspedisi  atau  jasa  kurir  dengan  bukti

pengiriman surat. 

2) Surat Paksa 

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU

No.  19 Tahun 2000,  “Surat  Paksa  adalah  surat  perintah  membayar  uang

pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat Paksa berkepala kata-kata “demi

keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  mempunyai  kekuatan

eksekutorial  dan kekuatan  hukum yang sama dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Surat  paksa  diterbitkan  apabila  jumlah  utang  pajak  tidak  dilunasi  oleh

Penanggung  Pajak  setelah  lewat  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak

tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung

Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa

segera diterbitkan  tanpa  menunggu lewat  tenggang waktu 21 (dua  puluh

satu)  hari  sejak  saat  Surat  Teguran  diterbitkan,  kecuali  apabila  terhadap

Penanggung Pajak telah diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu

21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan. Selain kondisi

apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah 21
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(dua puluh satu)  hari  sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.  Surat

Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal: 

a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak samapai dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran

atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika

dan sekaligus. 

c) Penanggung  pajak  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  tercantum

dalam  keputusan  persetujuan  angsuran  atau  penundaan  pembayaran

pajak. 

Setelah surat pajak diterbitkan maka surat paksa ditindak lanjuti dengan

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan

penyerahan  salinan  Surat  Paksa  kepada  Penanggung  Pajak.

Pemberitahuan  Surat  Paksa  dimaksud  harus  dilaksanakan  dengan

membacakan isi  Surat  Paksa oleh Jurusitu  Pajak  telah dituangkan

dalam Berita Acara bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita

acara sekurang-kurangnya memuat dari dan tanggal pemberitahuan

Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung

Pajak. 

(2) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepada: 
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(a)  Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat

lain yang memungkinkan. 

(b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bernama ataupun yang   

      bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung  

      Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

(c)  Salah   seorang  ahli  waris  atau  pelaksana  wasiat  atau  yang

      mengurus  harta peninggalannya, apabila Pajak telah meninggal

      dunia harta warisan belum dibagi. 

(d)  Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan

     harta warisan telah dibagi. 

(3) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada: 

(a) Pengurus  meliputi  Direksi,  Komisaris,  Pemegang  Saham

pengendali atau, mayoritas untuk perseroan terbuka. Pemegang

Saham  untuk  perseroan  tertutup,  dan  orang  yang  nyata-nyata

mempunyai  wewenang  untuk  ikut  menentukan  kebijaksanaan

dan/atau  mengambil  keputusan  dalam  menjalankan  perseroan,

untuk perseroan terbatas. 

(b)  Kepala  perwakilan,  kepala  cabang,  penanggung  jawab  untuk

Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

(c) Direktur,  pemilik  modal  atau  orang  yang  ditunjuk  untuk

melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas



51

perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan,

firma, dan perseroan komanditer. 

(d) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta

bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan. 

(e) Pegawai  tetap  di  tempat  kedudukan  atau  tempat  usaha  badan

yang  bersangkuatan  apabila  Jurusita  Pajak  tidak  dapat

menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan

kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau kurator

dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam dilikuidasi.

Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani

untuk  melakukan  pemberesan,  atau  likuidator  atau  penerimaan

kuasa. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa

khusus  untuk  menjalankan  hak  dan  kewajiban  perpajakan.  Surat

Paksa dapat  diberitahukan kepada penerima kuasa yang dimaksud

dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan

yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban

perpajakan. 

(6) Dalam hal  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak  tidak  diketahui  tempat

tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyimpanan

Surat  Paksa  dilaksanakan  dengan  cara  menempelkan  Surat  Paksa
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pada  papan  pengumuman  kantor  pejabat  yang  menerbitkannya,

mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. 

3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus  

Penagihan  seketika  dan sekaligus  adalah  tindakan  penagihan  pajak  yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu

tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  yang meliputi  seluruh  utang pajak  dari

semua jenis pajak,  masa pajak,  dan tahun pajak.  Penagihan seketika dan

sekaligus dilakukan apabila: 

a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

atau berniat untuk itu. 

b) Penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang-barang  yang  dimiliki

atau  yang  dikuasai  dalam  rangka  menghentikan  atau  mengecilkan

kegiatan perubahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

c) Terdapat  tanda-tanda  bahwa  Penanggung  Pajak  akan  menghindari

pajaknya: 

(1) Membubarkan badan usahanya 

(2) Menggabungkan atau memamerkan 

(3) Memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya 

(4) Melakukan perusahaan bentuk lainnya. 

Yang  dimaksud  tanda-tanda  adalah  petunjuk  kuat  bahwa  Penanggung

Pajak mengurangi  atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya

sehingga tidak ada barang yang akan disita. 
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d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara 

e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kefiledtan. 

Penagihan  seketika  dan  sekaligus  dilakukan  oleh  Jurusita  Pajak  tanpa

menunggu  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  berdasarkan  Surat  Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus  (SPPSS) yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Pajak.  Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika

dan Sekaligus (SPPSS) tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita

Pajak kepada Penanggung Pajak. 

Surat  Perintah  Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus  (SPPSS)  sekurang

kurangnya  memuat  nama  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak,  besarnya

utang pajak, perintah untuk membayar dan saat pelunasan pajak. Ketentuan

penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) yaitu

sebelum tanggal  jatuh  tempo pembayaran,  tanpa  didahului  surat  teguran,

sebelum  jangka  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak  Surat  Teguran

diterbitkan atau sebelum penerbitan Surat Paksa. 

4) Penyitaan  

Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung

Pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)

jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak

melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan

penyitaan terhadap milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 
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Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan perlunasan piutang pajak

dari  Penanggung Pajak.  Pelaksanaan penyitaan  dilakukan sampai  dengan

nilai  barang  yang  disita  diperkirakan  cukup  oleh  Jurusita  Pajak  untuk

melunasi piutang biaya penagihan pajak. 

Barang Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di

tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk

yang  pengawasannya  berada  di  tangan  pihak  lain  atau  yang  dijaminkan

sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan perluasan uang

tertentu, berupa: 

a) Barang bergerak,  termasuk mobil,  perhiasan,  uang tunai,  dan deposito

berjangka,  tabungan,  saldo rekening Korang,  giro atau  bentuk lainnya

yang  dipersamakan  dengan  itu,  obligasi,  saham,  atau  surat  berharga

lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. 

b) Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi

kotor tertentu. 

c) Barang lain yang memungkinkan adanya pelunasan objek sita berupa hak

lainnya.    

Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai  barang yang disita diperkirakan

cukup  oleh  Jurusita  Pajak  untuk  melunasi  piutang  pajak  dan  biaya

penagihan pajak. Dalam memperkirakan barang yang disita, Jurusita Pajak

harus  memperhatikan  jumlah  dan  jenis  barang  berdasarkan  harga  wajar

sehingga  Jurusita  Pajak  tidak  melakukan  secara  berlebihan.  Dalam  hal

tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk bantuan Jasa Penilai. 
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Pada  dasarnya  penyitaan  dilaksanakan  dengan  mendahulukan  barang

bergerak  namun  dalam  keadaan  tertentu  penyitaan  dapat  dilaksanakan

langsung  terhadap  barang  bergerak.  Keadaan  tertentu  tersebut  misalnya

Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek

sita,  atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai,  atau

harganya tidak memadai dibandingkan dengan jumlah utang pajaknya. 

Apabila  penyitaan tidak dihadiri  oleh Penanggung Pajak,  penyitaan tetap

dapat  dilaksanakan,  sepanjang  salah  seorang  saksi  berasal  dari  Pemda

setempat,  sekurang-kurangnya  Sekretaris  Kelurahan  dan  Sekretaris  Desa.

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Hal tersebut

dimaksudkan  sebagai  pengumuman  bahwa  penyitaan  telah  dilaksanakan,

baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Ada beberapa

jenis asset yang biasanya dapat dilakukan penyitaan: 

a) Penyitaan Tanah dan Bangunan 

Penyitaan  tanah  dan  bangunan  dilakukan  oleh  Jurusita  Pajak  sebagai

tindakan pengembalian penguasa tanah dan bangunan milik Penanggung

Pajak  baik  secara  fisik  maupun  yuridis  menurut  peraturan

perundangundangan yang berlaku untuk jaminan pelunasan utang pajak. 

b) Penyitaan Aset yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang 

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak

berwenang  melaksanakan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan

Penanggung  Pajak  yang  tersimpan  pada  bank  (meliputi  rekening,
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simpanan,  giro,  deposito  berjangka,  simpanan deposito  berjangka,  dan

bentuk  simpanan  lain  yang  lazim  dalam  praktek  perbankan)  yang

dilaksanakan dengan cara melakukan pemblokiran terlebih dahulu. 

c) Penyitaan Piutang 

Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak

yang  berada  pada  pihak  lain  yang  dapat  dilakukan  penyitaan  guna

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Teknis penyitaan mirip

dengan penyitaan atas berupa rekening di bank, apabila atas rekening di

bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu Jurusita melaksanakan

pemblokiran,  maka  pada  proses  penyitaan  piutang  seorang  Jurusita

terlebih  dahulu  menyampaikan  surat  peringatan  kepada  Penanggung

Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur

akan  disita  dan  digunakan  untuk  melunasi  Utang  Pajak  dan  Biaya

Penagihan  Pajak.  Apabila  setelah  jangka  waktu  14  hari  sejak  tanggal

surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi  utang pajaknya.  Jurusita

dapat melaksanakan sita atas piutang Wajib Pajak tersebut. 

5) Lelang 

Apabila  utang  pajak  atau  biaya  penagihan  pajak  tidak  dilunasi  setelah

dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara

lelang  terhadap  barang  yang  disita  melalui  kantor  lelang.  Sekalipun

Penanggung  Pajak  telah  melunasi  utang  pajak,  tetapi  apabila  belum

melunasi biaya penagihan pajak,  penjualan secara lelang terhadap barang

yang telah disita tetap dapat melaksanakan. Namun sesuai dengan ketentuan
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dalam  peraturan  lelang,  setiap  penjuaan  secara  lelang  harus  didahului

dengan pegumuman lelang. 

Pengumuman lelang dilakukan apabila hari,  tanggal dan jam lelang telah

ditentukan. Kepala Kantor Pajak menerbitkan pengumuman lelang paling

singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian,

selebaran  atau  tempelan  yang  mudah  dibaca  oleh  umum  atau  media

elektronik termasuk internet  diwilayah kerja  kantor  lelang tempat  barang

yang akan dijual. 

Apabila  Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi  utang-utang pajak serta

biaya  pelaksanaannya  sesudah  pengumuman  lelang  dimuat  di  surat

kabar/media cetak/media elektronik tetapi belum pelaksanaan lelang, maka

pengumuman lelang itu dibatalkan oleh Kepala Kantor Pajak dengan cara

menerbitkan Pembatalan Lelang dan memuat iklan pembatalan lelang dalam

surat kabar/media cetak/media elektronik yang bersangkutan.

Pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan: 

a) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling

singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media

masa. 

b) Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertindak sebagai penjual barang yang

disita  mengajukan  permintaan  lelang  kepada  Kantor  Lelang  sebelum

pelaksanaan lelang. 
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c) Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  menentukan  nilai  limit  dengan

menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit dan diserahkan kepada pejabat

lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelakanaan lelang. 

d) Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  atau  yang  mewakilinya  menghadiri

pelaksanaan lelang untuk: 

(1) Menentukan  dilepas  atau  tidaknya  barang  yang  dilelang  apabila

harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari

harga limit yang ditentukan. 

(2) Menghentikan  lelang  apabila  hasil  lelang  sudah  cukup  untuk

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

(3) Menandatangani asli risalah lelang. 

e) Kepala  Kantor  Pelayanan Pajak,  Kepala Seksi  Penagihan dan Jurusita

Pajak,  termasuk istri,  keluarga  sedarah  dan semenda dalam keturunan

garis  lurus,  serta  anak  angkat,  tidak  diperbolehkan  membeli  barang

sitaan. 

f) Lelang tetap dilaksanakan meskipun: 

(1)  Wajib Pajak sedang melakukan keberatan dan bekum memperoleh

keputusan keberatan. 

(2)  Wajib Pajak Penanggung Pajak tidak hadir

6. Penanggung Pajak

Menurut  Mardiasmo  (2011,  hal  145)  penanggung  pajak  adalah  orang

pribadi  atau  badan  yang  bertanggung  jawab  atas  pembayaran  pajak,  termasuk
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wakil  yang  menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak  menurut

ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Konsep  Penanggung  Pajak  ini  lebih  ditujukan  untuk  penyelesaian

urusanpenagihan  pajak  dan  pelunasan  semua  utang  pajak.  Maka  dalam  hal

menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  menurut  ketentuan  perundang-

undanganperpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (Direksi atau pegawai perusahaan

yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan).

b. Wajib Pajak Badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh

orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan (curator, likuidator).

c. Suatu warisan yang belum dibagi oleh salah seorang ahli warisannya,pelaksana

wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, anak yang belum dewasa

atau  orang  yang  berada  dalam  pengampunan  diwakili  oleh  wali  atau

pengampunannya.

7. Pembayaran Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang no.19 tahun 2000 tidak dilunasinya utang pajak

sebagaimana mestinya menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap tunggakan

pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa. Menurut  Prastowo (2009, hal  164) pelunasan

utang pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar  yang masih harus dibayar

sesuai  administrasi  di  kantor  pajak.Sedangkan  menurut  Resmi  (2013,  hal61)

tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat, dalam

masa  pajak,  dalam  tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak  menurut  ketentuan
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peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah

utang pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak,dalam

tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak  menurut  ketentuan  perundang-undangan

perpajakan.  Adapun menurut Waluyo (2013, hal  64) pencairan tunggakan pajak

adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)

Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan

piutang pajak yang terdafatar  dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/

SK Keberatan/Putusan  Banding  yang  mengakibatkan  bertambahnya  piutang

pajak.

b. Pemindah bukuan (Pbk)

Pemindahbukuan (Pbk) sebenarnya wajib pajak sudah membayar  tunggakan

pajaknya,  tapi  salah  nomor  rekening  sehingga  dianggap  belum  melunasi

tunggakan pajaknya.

c. Pengajuan permohonan pembetulan

Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat

peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat

paksa,  surat  perintah  melakukan  penyitaan  (SPMP),  surat  perintah

penyanderaan,  pengumuman  lelang  dan  surat  penentuan  harga  limit  yang

dalam  perhitungannya  terdapat  kesalahan/kekeliruan  yang  mengakibatkan

berkurangnya jumlah piutang.

d. Pengajuan keberatan/banding
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Pengajuan  keberatan/banding  yang  dikabulkan  atas  SKPKB/SKPKBT yang

mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

e. Penghapusan piutang

Dilakukan  karena  piutang  pajak  sudah  tidak  mungkin  lagi  ditagih,

penyebabnya antara  lain karena  wajib  pajak  atau penanggung pajak   sudah

meninggal  dunia,  dan  tidak  mempunyai  harta  warisan;  wajib  pajak  atau

penanggung  pajak  sudah  tidak  mempunyai  kekayaan  lagi  dan  hak  untuk

melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.

f. Wajib pajak pindah

Wajib  pajak  pindah  artinya  wajib  pajak  pindah  alamat  dan  tidak  dapat

ditemukan  lagi.Dapat  pula  wajib  pajak  pindah  alamat  sehingga  tunggakan

pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

8.  Kontribusi

Kontribusi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  contribute,  contribution,

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupunsumbangan.

Berarti  dalam  hal  ini  kontribusi  dapat  berupa  materi  atau  tindakan.  Menurut

Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  kontribusi  adalah  sumbangan.

Sehingga  kontribusi  disini  dapat  diartikan  sebagai  sumbangan  yang  diberikan

oleh  Penagihan  pajak  dan  pembayaran  tunggakan  pajak  dalam meningkatkan

penerimaan pajak. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak dari pelaksanaan

penagihan pajak dapat dihitung dengan mengunakan rumus (Halim, 2007):

Kontribusi=
PencairanTunggakan Pajak

Penerimaan Pajak Total
x100%
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Untuk  menilai  kontribusi  penagihan  pajak  dalam  meningkatkan  penerimaan

pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%) Kriteria
1.0 – 0.9

1 – 1.9

2 – 2.9

3 – 3.9

> 4

Tidak Berkontribusi

Kurang Berkontribusi

Cukup Berkontribusi

Berkontribusi

Sangat Berkontribusi
Sumber : Fuad Bawasir, 1999 (dalam Syah, 2014)

9. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007, Hal 325) adalah penerimaan pajak

merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi

masyarakat.  Sedangkan  menurut  Suryadi  (2006,  hal  105)  pengertian

penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk

belanja rutin maupun pembangunan.

Peran  sektor  perpajakan  sangatlah  penting  dalam  mendukung  penerimaan

negara,  maka  dibutuhkan  kesadaran  semua  lapisan  masyarakat  akan

pentingnyapajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal

Pajak  (DJP)  sebagai  salah  satu  institusi  pemerintah  dibawah  Kementerian

Keuangan  yang  mengemban  tugas  untuk  mengamankan  penerimaan  pajak

negara  dituntut  untuk selalu  dapat  memenuhi  pencapaian  target  penerimaan
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pajak  yang  senantiasa  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  di  tengah  tantangan

perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat.

Menurut  Pasal  1  Angka  3  UU  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan

adalah  semua  penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak  dalam negeri  dan

pajak perdagangan internasional. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di

atas,  maka  pengertian  penerimaan  pajak  menurut  penulis  adalah  semua

penerimaan  perpajakan  yang  digunakan  untuk  belanja  rutin  maupun

pembangunan negara.

b. Sumber Penerimaan Pajak

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib

pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak

yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun.  Pajak

penghasilan  juga  merupakan  pungutan  resmi  oleh  pemerintah  yang

ditujukan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  untuk  membiayai

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang

dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam

Daerah  Pabean  (dalam  wilayah  Indonesia).  Orang  Pribadi,  perusahaan,
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maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak dikenakan PPN.Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang

Kena Pajak  atau  Jasa  Kena Pajak,  kecuali  ditentukan lain  oleh  Undang-

undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain  dikenakan  PPN,  atas  pengkonsumsian  Barang  KenaPajak  tertentu

yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut  Undang-Undang

No.  42  Tahun  2009  yang  dimaksud  dengan  Barang  Kena  Pajak  yang

tergolong mewah adalah:

a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok,

b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu,

c) Padaumumnyabarangtersebutdikonsumsiolehmasyarakat  berpenghasilan

tinggi,

d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status,

e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moralmasyarakat, serta

mengganggu ketertiban masyarakat.

10. Bea Meterai

Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1985  Bea  Meterai  adalah

pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta

notaris,  serta  kwitansi  pembayaran,  surat  berharga,  dan  efek,  yang  memuat

jumlahuang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
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Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti
Judul Penelitian

Jenis
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Kurnia 
(2016)

penagihan pajak 
terhadap wajib 
pajak dalam 
melunasi 
tunggakan pajak 
pada penerimaan 
dan implikasinya 
pada penerimaan 
pajak.

Kuantitatif Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan 
antara penagihan pajak 
dengan tunggakan pajak
bertanda positif yang 
termasuk kategori 
sedang, yang 
menunjukan bahwa 
terjadi hubungan 
posistif yang sedang 
antara penagihan pajak 
dengan tunggakan 
pajak.

2 Patimah 
(2015)

Pengaruh 
penagihan pajak 
dan pencairan 
tunggakan pajak 
terhadap 
penerimaan 
pajak.

Deskriptif 
dan 
verifikatif

Hasil penelitian 
menunjukan adanya 
pengaruh penagihan 
pajak dan pencairan 
tunggkan pajak 
terhadap penerimaan di 
KPP Pratama Majalaya.

3 Hasibuan
(2015)

Analisis 
efektivitas 
penagihan dengan
surat paksa dalam
meningkatkan 
penerimaan.

Deskriptif Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
pelaksanaan dari 
penagihan pajak dengan
surat paksa belum 
optimal dalam 
meningkatkan 
keefektivan wajib pajak
untuk melunasi wajib 
pajaknya.

4 Anaawa 
(2017)

Peranan 
penagihan 
tunggakan pajak 
terhadap 
pertumbuhan 
tunggakan pajak

Deskriptif 
kualitatif

Efektivitas penagihan 
tunggakan pajak yang 
menunjukkan 
kemampuan dalam 
pengumpulan 
tunggakan pajak 
berdasarkan dengan 
jumlah  penerimaan 
pajak atas bagian 
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penagihan yang 
ditargetkan tergolong 
kurang efektif. 
Keadaan tersebut 
disebabkan bahwa 
tinggi dan rendahnya 
realisasi lebih banyak 
disebabkan oleh 
kesadaran WP dalam 
membayar pajak, 
ditambah lagi dengan 
kondisi keuangan WP 
yang tidak mampu 
untuk membayar pajak. 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
penagihan pajak atas 
tunggakan pajak belum 
optimal

B. Kerangka Berfikir

Kerangka  berfikir  disusun  oleh  peneliti  berdasarkan  deskripsi  teori,

dijelaskan bahwa penagihan pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan yang

dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan atas utang pajak. Tindakan

penagihan didasari dari surat teguran pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar,

surat  ketetapan  kurang  bayar  tambahan,  surat  keputusan  pembetulan,  surat

keputusan keberatan, dan surat keputusan banding.

Tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat ditagih melalui

penagihan aktif  dan penagihan pasif dengan target pencairan utang pajak yang

telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pasif,

dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya

mengirim surat tagihan pajak saja tetapi diikuti dengan tindakan penyitaan dan

lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif dengan target pencairan
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utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif.

Dalam kegiatan penagihan ini  tentunya diharapkan dapat  meningkatkan

pencairan utang pajak.  Jika tingkat  realisasi  penagihan aktif  besar maka target

penerimaan pencairan utang pajak yang telah ditetapkan juga akan tercapai. Maka

berdasarkan  teori  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  peneliti  dapat

menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

  

Gambar II.1. Kerangka Berfikir

Lelang

SPMP

Surat Paksa Efektif Pencairan
Tunggakan Pajak

Pajak

Surat Teguran Kontribusi

Penagihan Aktif Tunggakan
Pajak

Penerimaan Pajak
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan deskriptif,  menurut  Vardiansyah

dalam Leksono (2013, hal 181) deskriptif yaitu upaya pengolahan data menjadi

sesuatu yang dapat  diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar  dapat

dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi  operasionasal  adalah   petunjuk  bagaimana  suatu  variable  itu

diukur,  yang  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  pentingnya  variabel  yang

digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam

membahas penelitian ini nantinya. Berikut definisi operasional dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan pajak 

Penagihan  Pajak  menurut  Priantara  (2016,  hal  116)  adalah  serangkaian

tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang telah disita.



2. Pembayaran Tunggakan Pajak 

Menurut  Resmi  (2013,  hal  61)  tunggakan pajak  adalah  pajak  yang masih

harus dibayar  pada suatu saat,  dalam masa pajak,  dalam tahun pajak atau

bagian  tahun  pajak  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

perpajakan.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan  Pajak  menurut  Hutagaol  (2007,  hal  325)  adalah  sumber

penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus-menerus  dan  dapat

dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi

masyarakat.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

yang beralamat Jalan Suka Mulia No. 17A Medan. Waktu penelitian ini dilakukan

sejak bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018. Rincian kegiatan yang dilakukan

dalam penelitian ini, dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

43
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Tabel III.1. 
Rincian Kegiatan Penellitian

KEGIATAN
2017-2018

JANUARI FEBRUAR
I

MARET APRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PENYUSUNAN 
PROPOSAL
BIMBINGAN 
PROPOSAL
SEMINAR 
PROPOSAL
RISET
PENYUSUNAN 
SKRIPSI
SIDANG MEJA 
HIJAU

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif.

a. Data kuantitatif 

Data  kuantitatif  yaitu  data  yang  dapat  diukur  dalam skala  numerik,  seperti

jumlah  target,  penerbitan  penagihan,  pembayan  hutang  pajak  dan  realisasi

penerimaan pajak.

2. Sumber Data

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data

dan  dipublikasikan  kepada  masyarakat  pengguna  data  (Kuncoro,2009,
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hal.148).  Dimana data  tersebut  diperoleh dari  bagian penagihan dan bagian

PDI pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder  yaitu  data  yang mencakup dokumen resmi,  buku-buku, hasil

penelitian  yang  berbentuk  laporan  dan  seterusnya  (Sugiono,2007,  hal.  12).

Sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan

tulisan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  atau  bisa  juga  jenis  data  yang

diperoleh secara langsung dari perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan data 

   Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian

ini,maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab

 atau yang mempunyai wewenang yaitu seksi penagihan tepatnya kepada juru

sita pajak di KPP Pratama Medan Timur untuk memberikan data dan informasi

yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi  ini  merupakan pengumpulan data  yang digunakan untuk

memperoleh  informasi  yang  sebenarnya  dengan  masalah-masalah  yang  akan

dibahas  dalam penelitian  ini,  berupa  data  penagihan  pajak  beserta  target  dan

realisasi, dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur
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F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas

(Sugiyono,2007, hal. 21). Sehingga data yang didapat tersebut dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai masalah penerimaan pajak yang telah dicapai.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  pada  objek

penelitian seperti data penagihan pajak dan penerimaan pajak yang diterima.

2. Mengklasifikasikan data yang ada sesuai dengan yang diperlukan.

3. Melakukan  wawancara  kepada  pihak  yang  bersangkutan  yaitu  jurusita

penagihan pajak

4. Menganalisis  berbagai  penyebab  terjadinya  penagihan  pajak  dan

pembayaran tunggakan pajak.

5. Menganalisis kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dari surat

teguran, surat paksa, dan SPMP.

6. Membuat kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. GambaranUmumObjekPenelitian

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan

Belanda,  Kantor   Pelayanan  Pajak  bernama  Belasting,  yang  kemudian  setelah

kemerdekaan  berubah  menjadi  Kantor  Inspeksi  Keuangan.  Kemudian  berubah

lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral

Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri

tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua

yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.

Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari  masyarakat,  dan dengan

pertumbuhan  ekonomi  yang semakin  cepat,  maka  didirikanlah  kantor  Inspeksi

Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

 Berdasarkan  Keputusan  Mentri  Keuangan  Republik  Indonesia

No.94/KMK.01/1994  tanggal  29  Maret  1994,  didirikanlah  Kantor  Pelayanan

Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak 



mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari  pajak

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan

Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK

No.132/PMK.01/2006  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat

Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK

No.206.2/PMK.01/2014. 

a. Visi dan Misi dan Nilai Mentri Keuangan

Visinya  nilai  mentri  keuangan  adalah  menjadi  Institusi  Penghimpun

Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian

Negara.  Dan  misi  mentri  keuangan  adalah  Mengumpulkan  penerimaan

berdasarkan kepatuhan pajak sukarela  yang tinggi  dan penegakan hokum yang

adil  &  pelayanan  berbasis  teknologi  modern  untuk  kemudahan  pemenuhan

kewajiban.

2. Deskripsi Data

a. Tahapan dalampelaksanaan penagihan pajak

Tahapan yang akan diterapkan pada saat melaksanakan penagihan pajak di

KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

1) Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak seperti Surat Tagihan Pajak, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar  Tambahan,

Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Kepututsan  Keberatan,  Putusan

Bandingyang  dikirim langsung  ke  alamat  wajib  pajak.  Jika  dalam jangka

58
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waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan

diikuti dengan pelaksaan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan

surat teguran.

2) Pada tahap awal  upaya penagihan pajak aktif,  Instansi  perpajakan akan

mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran ini ialah surat yang diterbitkan

oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk

melunasi  utang  pajaknya.  Langkah  ini  diambil  sebagai  peringatan  agar

penanggung  pajak  segera  melunasi  utang  pajaknya  untuk  menghindari

dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran ini mempunya kesempatan

sampai dengan jangka waktu 14 hari sebelum dilakukanya tahap pengeluaran

Surat Paksa. Surat Teguran ini diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal

jatuh tempo pembayaran. 

3) Disaat wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran atas hutang pajaknya

yang  pada  saat  itu  sudah  diterbitkannya  surat  teguran,  maka  instansi

perpajakan melakukan penerbitaan atas Surat Paksa. Surat  Paksa ini ialah

surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah

mempunyai kekuatan hukum dan berjangka waktu dalam pelunasannya 2x24

jam. 

4) Dan  apabila  hutang  pajak  belum juga  dilunasi  maka  akan  diterbitakan

Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaaan  (SPMP).  Surat  Perintah

Melaksanakan  Penyitaan  ini  ialah  surat  perintah  yang  diterbitkan  oleh

Pejabat  untuk melaksanakan penyitaan.  Penyitaan  dilaksanakan  oleh  juru

sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang



Memeriksa Dokumen Wajib 
Pajak

Sudah 
Melunasi

Menyampaikan Surat 
ketetapan pajak

Selesai

Menyampaikan Surat 
Teguran

Belum melunasi

Menyampaikan Surat 
Paksa

Menyampaikan Surat 
Perintah Melaksanakan 

Penyitaan

Menyampaikan Surat 
Lelang
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telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat

dipercaya. 

5) Apabila  dalam waktu  14  hari  setelah  dilakukan  penyitaan  utang  pajak

belum  dibayar  maka  akan  dilakukan  tindakan  penyitaan.  Dalam  hal

penanggung  pajak  belum  membayar  biaya  atas  penagihan  paksa  dan

pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan

untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan. 

Berikut adalah bagan pada saat melaksanakan penagihan pajak:

Gambar IV. 1. Bagan Pelaksanaan KegiatanPenagihan Pajak
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b. Faktor-faktor tidak tercapainya target penagihan pajak

Seksi  Penagihan merupakan salah  satu seksi  yang sangat  mempunyai

peranan  penting  dalam  upaya  pelaksanaan  penagihan  utang  pajak  dimana

sangatberpengaruh  dalam  penerimaan  pajak.Namun  pada  kenyataannya,

walaupunpenagihan  pajak  telah  dilakukan  dari  waktu  kewaktu  tunggakan

utang  pajak  yangada semakin  meningkat  sehingga  hal  ini  harus  diimbangi

dengan usaha pencairanutang pajak yang salah satunya dengan melaksanakan

tindakan penagihan aktif.

Berikut adalah data dari target penagihan pajak dan realisasi penagihan 

pajak pada tahun 2013-2016:

Tabel IV.1
Data Target Penagihan dan Realisasi Penagihan Pajak 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)

TAHUN TARGET
PENAGIHAN

REALISASI
PENAGIHAN

SELISIH TARGET

2013  Rp      35.741.210 Rp. 3.302.140 Rp. 32.439.070
2014  Rp      47.527.219 Rp. 24.884.403 Rp. 22.642.816
2015  Rp      53.239.092 Rp. 17.066.994 Rp. 36.172.098
2016  Rp      49.102.891 Rp.  7.545.379 Rp. 41.557.512

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa target penagihan pajak yang

ada di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013 sebesar  Rp. 32.741.210

dan realisasi yang didapatkan hanya Rp. 3.302.140.000 dengan selisih target

dari realisasi yang di dapatkan sebesar Rp.32.439.070.000.

Target penagihan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 47.527.219.000 dan

realisasi yang didapatkan hanya Rp. 24.884.403.000 dengan selisih target dari

realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp. 22.642.816.000 Pada tahun
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2014  ini  realisasi  yang  didapatkan  meningkat  tetapi  tidak  mencapai  pada

target yang ditetapkan.

Target penagihan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 53.239.092.000dan

realisasi yang didapatkan hanya Rp. 17.066.994.000dengan selisih target dari

realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp.  36.172.098.000 Pada tahun

2015 ini realisasi yang didapatkan mengalami penurunan sehingga jauh dari

target yang ditetapkan.

Target penagihan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp. 49.102.891.000dan

realisasi yang didapatkan hanya Rp.  7.545.379.000dengan selisih target dari

realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp.  41.557.512.000 Pada tahun

2016 ini  realisasi  yang didapatkan mengalami penurunan kembali  sehingga

jauh dari target yang ditetapkan.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa penagihan pajak yang telah

dilakukan di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013-2016 masih belum

mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini di karenakan adanya

berbagai  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  tidak  tercapainya  target

penagihan pajak tersebut baik dari internal maupun eksternal.

c. Kontribusi Penagihan Pajak dalam Penerimaan Pajak KPP Pratama

Medan Timur

Dalam mengetahui kontribusi penagihan pajak dalam penerimaan pajak di

KPP Pratama Medan Timur penulis hanya berfokus pada penagihan pajak

dengan  suratteguran,  surat  paksa,  dan  SPMP.  di  karenakan  bahwa
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penagihan  aktif  pada  lokasi  penelitian  seringkali  hanya  sampai  pada

tahapan penagihan dengan SPMP tidak sampai pada tahap lelang.

1) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran

Kontribusi  penagihan  pajak  melalui  surat  teguran  dalam  penerimaan

pajak  KPP Pratama  Medan  Timur  dihitung  dengan  membandingkan

realisasi  pencairan  tunggakan  melalui  surat  teguran  dan  jumlah

penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut:

Tabel IV.2

Tabel IV.2
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran 

Tahun 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)
Tahun Realisasi

Penagihan Pajak
Penerimaan Pajak

Total
Kontribusi

(%)
Keterangan

2013 722.960 775.007.848 0,09
Tidak

Berkontribusi

2014 2.854.441 853.466.565 0,33
Tidak

Berkontribusi

2015 6.091.895 1.055.913.336 0,57
Tidak

Berkontribusi

2016 1.221.563 1.663.959.395 0,07
Tidak

Berkontribusi
Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan  tabel  IV.2  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  persentase

kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Pratama

Medan Timur tahun 2013-2016 seluruhnya sangat kurang berkontribusi

Kontribusi=
PencairanTunggakanPajak

PenerimaanPajakTotal
x100%
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atau relatif tidak berkontribusi. Hal ini karena persentase yang didapat

sangat  sedikit  yakni  hanya  sekitar  0,09%  -  0,57%  setiap  tahunnya.

Menyadari  bahwa  masih  banyaknya  tunggakan  yang  belum  mampu

dicairkan dengan surat teguran, maka perlu adanya evaluasi agar dapat

dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga

diharapkan  mampu  meninggkatkan  kontribusi  penagihan  pajak  aktif

melalui surat teguran di KPP Pratama Medan Timur.

2) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa

Kontribusi  penagihan  pajak  melalui  surat  teguran  dalam  penerimaan

pajak  KPP Pratama  Medan  Timur  dihitung  dengan  membandingkan

realisasi  pencairan  tunggakan  melalui  surat  paksa  dan  jumlah

penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut:

Tabel IV.3
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa 

Tahun 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)
Tahun Realisasi

Penagihan
Penerimaan
Pajak Total

Kontribusi
(%)

Keterangan

2013  1.217.577 775.007.848 0,16
Tidak

Berkontribusi

2014 20.096.383 853.466.565 2,35
Cukup

Berkontribusi

2015 10.178.974 1.055.913.336 0,96
Tidak

Berkontribusi

2016
  6.234.413 1.663.959.395

0.37 Tidak
Berkontribusi

Kontribusi=
PencairanTunggakanPajak

PenerimaanPajakTotal
  x100%
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Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan  tabel  IV.3  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  persentase

kontribusi  penagihan pajak  aktif  melalui  surat  paksa di  KPP Pratama

Medan Timur tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013

persentase  kontribusi  terkecil  yaitu  0,16%  yang  sangat  tidak

berkontribusi.  Persentase  kontribusi  terbesar  dicapai  pada  tahun  2014

yaitu  2,35%  atau  pada  kriteria  cukup  berkontribusi.  Kontribusi

penagihan  melalui  surat  paksa  dalam  penerimaan  pajak  dapat  dinilai

sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada

pada  tingkat  persentase  0,1%-0,9%  atau  pada  kriteria  yang  tidak

berkontribusi.  Menyadari  bahwa  kontribusi  surat  paksa  masih  sangat

kurang, pihak KPP Pratama Medan Timur perlu mengadakan evaluasi

agar  dapat  dilakukanperbaikan-perbaikan  kinerja  dibidang  penagihan

serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran wajib

pajak sehingga dapat memperbesar jumlah pencairan tunggakan melalui

surat paksa dan memaksimalkan kontribusi dalam penerimaan pajak di

KPP Pratama Medan Timur.

3) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP)

Kontribusi penagihan pajak melalui SPMP dalam penerimaan pajak KPP

Pratama  Medan  Timur  dihitung  dengan  membandingkan  realisasi

pencairan tunggakan melalui SPMP dan jumlah penerimaan pajak total,

atau pada rumus sebagai berikut:
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Tabel IV.4
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa 

Tahun 2013-2016

Tahun Realisasi
Penagihan

Penerimaan
Pajak Total

Kontribu
si (%)

Keterangan

2013 76.667 775.007.848 0,009
Tidak

Berkontribusi

2014 518.807 853.466.565 0,06
Tidak

Berkontribusi

2015 11.035 1.055.913.336 0,001
Tidak

Berkontribusi

2016 89.403 1.663.959.395 0,005
Tidak

Berkontribusi
Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel  IV.4 diatas,  dapat  diketahui  bahwa persentase  kontribusi

penagihan pajak  aktif  melalui  SPMP di  KPP Pratama Medan Timur  tahun

2013-2016 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada

tahun 2014 yaitu  0,06% atau  pada  kriteria  tidak  berkontribusi.  Pada  tahun

2015 kontribusi penagihan melalui SPMP mempunyai persentase terkecil yaitu

0,001% atau pada kriteria tidak berkontribusi. Kontribusi penagihan melalui

SPMP  dalam  penerimaan  pajak  dapat  dinilai  tidak  berkontribusi  karena

seluruh  hasil  perhitungan  tahun  2013-2016  berada  pada  tingkat  persentase

0,1%-0,9% atau dengan kriteria tidak berkontribusi. Menyadari bahwa banyak

terdapat  tunggakan  yang  belum  mampu  dicairkan  agar  dapat  dilakukan

perbaikan-perbaikan   khususnya  di  bidang  penagihan  pajak  aktif  melalui

SPMP di KPP Pratama Medan Timur.

Kontribusi=
PencairanTunggakanPajak

PenerimaanPajakTotal
  x100%
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B. PEMBAHASAN

1. Analisis  Tahapan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak  yang Dilakukan

di KPP Pratama Medan Timur

Dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan

Timur khususnya bagijurusita penagihan pajak harus melakukan pemeriksaan

atas dokumen wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran maupun belum

melakukan pembayaran.  Apabila wajib pajak sudah melakukan pembayaran

maka wajib pajak tidak akan dikenakan surat teguran atas hutang pajak, dan

apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran maka akan dikenakan surat

perintah untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil  wawancara dengan Bapak Daniel Partogi Sinurat dan

Bapak Muhammad ikhsan selaku pelaksana jurusita penagihan pajak di KPP

Pratama Medan timur bahwa: “Pelaksanaan penagihan pajak yang telah kami

laksanakan disini sudah sesuai  dengan prosedur dan berlandaskan Undang-

undang penagihan pajak dengan melaksanakan penagihan pajak aktif dengan

surat teguran, Surat Perintah Melaksanakan Penagihan (SPMP), dan lelang.” 

Jadi  penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh

jurusita penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan

prosedur. Prosedur ini dibuktikan dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2000  Pasal  1  ayat  9,  yang  dimaksud  dengan  penagihan  pajak  adalah

serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memberitahukan,  melaksanakan
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penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan,  melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang telah disita.

2. Analisis  Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Tidak  Tercapainya  Target

Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur 

Pada KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat data dari target penagihan

pajak  yang  didapatkan  tidak  mencapai  pada  target.  Pelaksanaan  penagihan

aktif  yang telah dilaksanakan oleh jurusita pajak juga sudah sesuai  dengan

prosedur,  baik  itu  dengan  menyampaikan  surat  teguran,  SPMP,  dan

melaksanakan  pelelangan.  Akan  tetapi  pencapaian  atas  target  dan  realisasi

yang di dapatkan jauh dari kata harapan yang diinginkan.

Ini juga tidak bisa hanya disalahkan dari penagihan pajak yang dilakukan

oleh  KPP Pratama Medan Timur  melainkan  juga  kepada  wajib  pajak  atau

penanggung pajaknya, walaupun sistem perpajakan kita telah menganut sistem

Self  Assesment  namun tingkat  kesadaran  wajib  pajak untuk melaksanakan

kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  dan  benar,  serta  membayara  hutang

pajaknya  tepat  waktu  masih  rendah  dikarenakan  masih  kurangnya

pengetahuan wajib pajak tentang system dan peraturan pajak yang berlaku.

Pada pelaksanaan penagihan aktif  yang dilakukan oleh seksi  penagihan

pada KPP Pratama Medan Timur juga mengalami beberapa faktor  baik itu

faktor  internal  maupun  eksternal  yang  akhirnya  dapat  mengakibatkan

hambatan dalam pencapaian target penagihan pajak.
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Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  pencapaian  target

penagihan pajak tersebut yaitu:

a. Faktor Internal (KPP Pratama Medan Timur)

1) Salah satu kendala yang mempengaruhi seksi penagihan dalam mencapai

target pelaksanaan penagihan pajak aktif adalah kurangnya sumber daya

manusia terutama Juru Sita pajak yang jumlahnya masih sedikit

dibandingkan dengan utang pajak yang timbul atau yang sudah 

ditetapkan.Dengan kurangnya Juru Sita, maka akan berpengaruh dalam 

tindakanpenagihan. Karena dapat diketahui jumlah tunggakan pajak 

sangat besar,tetapi jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding.

2) Dokumen dasar penagihan masih kurang lengkap. Contohnya fiskus 

inginmelakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak, surat teguran 

sudahdikeluarkan tetapi surat paksanya tidak ada. Pada dasarnya 

tindakanpemblokiran dilakukan karena adanya surat paksa. Dokumen 

dasar yang kurang lengkap akan mempengaruhi tindakanpenagihan pada 

KPP Pratama Medan Timur.

3) Data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sekarang. Alamat Wajib

Pajak yang terdapat pada sistem SIDJP sudah tidak sesuai dengan 

yangsekarang.

b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)

1) Wajib Pajak meninggalkan dunia dan belum atau tidak 

memberitahukansurat keterangan kepada petugas, padahal masih 

mempunyai tunggakanpajak.



70

2) Pada saat fiskus ingin memberikan surat paksa Wajib Pajak tidak ada 

dilokasi yang sudah tertera dalam SIDJP.

3) Wajib Pajak sudah tidak sanggup bayar. Dengan asset yang dimiliki 

WajibPajak tidak memungkinkan untuk membayar tunggakan pajak.

4)  Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan, 

sertabanyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan 

kewajibanperpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan 

kurangnyarespon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, 

sehingga haltersebut akan sangat menghambat pencairan utang pajak.

5) Dalam melakukan pemblokiran, sulitnya menemukan asset sitaan 

ataupunrekening Wajib Pajak. Pada saat Juru Sita ingin melakukan 

pemblokiranke Bank, surat dikembalikan dengan jawaban bahwa Wajib 

Pajakbukanlah merupakan nasabah dari Bank tersebut.

3. MenganalisisKontribusi  Penagihan  Pajak  DalamPenerimaan  Pajak  di

KPP Pratama Medan Timur

Hasil  analisis  yang  telah  diperhitungkan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa

penerimaan pajak yang dikontribusikan dari  penagihan pajak yang meliputi

surat teguran, surat paksa, dan SPMP di KPP Pratama Medan Timur tingkat

kontribusinya masih sangat kecil. Pada tabel IV.2 kontribusi dari surat teguran

yang didapat sangat sedikit yakni hanya sekitar 0,09% - 0,57% dimulai dari

tahun 2013-2016. Pada tabel IV.3 kontribusi penagihan melalui surat paksa

dalam  penerimaan  pajak  dapat  dinilai  sangat  kurang  karena  seluruh  hasil

perhitungan tahun 2013-2016 berada  pada  tingkat  persentase  0,16%-0,25%
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atau  pada  kriteria  yang  tidak  berkontribusi.  Kemudia  pada  tabel  IV.4

kontribusi  penagihan  melalui  SPMP dalam penerimaan  pajak  dapat  dinilai

tidak berkontribusi karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada

pada tingkat persentase 0,001%-0,6% atau dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dapat penulis simpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh penagihan

pajak atas pembayaran utang pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama

Medan  Timur  masih  sangat  kurang.Maka  perlu  adanya  perbaikan  kinerja

khususnya pada bidang penagihan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi

penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga mampu

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Ti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
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1. Dari  hasil  analisis  mengenai  pelaksanaan  penagihan  pajak  yang

dilaksanakan  di  KPP Pratama  Medan  Timur  sudah   sesuai  dengan

prosedur didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 ayat

9 tentang penagihan pajak.

2. Pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan di KPP Pratama Medan

Timur  masih  belum  efektif  dengan  dibuktikan  atas  data  penagihan

pajak  dimulai  dari  surat  teguran,surat  paksa,  SPMP,  lelang,

pemblokiran, dan pencegahan yang masih belum terealisasikan dengan

baik.

3. Total atas realisasi yang dihasilkan oleh penagihan pajak masih jauh

dari nilai target yang telah di tetapkan oleh KPP Pratama Medan timur.

Ini  dikarenakan  adanya  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam

pelaksanaan penagihan aktif dari faktor internal dan eksternal.

4. Tingkat  kontribusi  penagihan pajak aktif  melalui  surat  teguran,  surat

paksa,  maupun  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan  kurang  dapat

berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Terbukti bahwa tingkat kontribusi ketiga surat tersebut berada dibawah

10%  atau  sangat  kurang.  Sehingga  perlu  adanya  perbaikan  kinerja

fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat

meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

B. SARAN
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Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  diatas  saran-saran  yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP  Pratama  Medan  Timur  sebaiknya  melaksanakan  kegiatan

penyuluhan  perpajakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  untuk

mensosialisasikan perunndang-undangan perpajakan kepada masyarakat

dapat  pula  bekerjasama  dengan  pihak  lain  untuk  menyelenggarakan

acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak.

2. KPP Pratama Medan Timur dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain

yang  lebih  kompeten  untuk  terus  menindaklanjuti  proses  penagihan

aktif  yang  terhambat  tanpa  melihat  perbedaan  status  sosial.  Hal  ini

dilakukan  sebagai  bagian  penegakan  hukum  secara  bersungguh-

sungguh (law enforcement).

3. KPP Pratama Medan Timur perlu menambah jumlah jurusita pajak agar

sesuai  dengan  jumlah  penanggung  pajak,  sehingga  dapat

memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan

penerimaan pajak.
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4. KPP Pratama Medan Timur perlu diterapkan sanksi yang lebih lagi

bagi para penunggak pajak yang tidak mau melunasi hutang-hutang

pajaknya atau menghindar dari kewajiban pajaknya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.  Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasioanal KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan

Belanda,  Kantor   Pelayanan  Pajak  bernama  Belasting,  yang  kemudian  setelah

kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi

menjadi  Kantor  Inspeksi  Pajak  dengan  induk  organisasinya  Direktorat  Jendral

Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri

tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua

yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.

Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan

pertumbuhan ekonomi  yang  semakin  cepat,  maka  didirikanlah  kantor  Inspeksi

Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

 Berdasarkan  Keputusan  Mentri  Keuangan  Republik  Indonesia

No.94/KMK.01/1994  tanggal  29  Maret  1994,  didirikanlah  Kantor  Pelayanan

Pajak  Medan  Timur yang merupakan  bagian  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak

mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari  pajak

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan

Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK

No.132/PMK.01/2006  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat

Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK

No.206.2/PMK.01/2014. 

Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Modern  diseluruh  Jajaran  Direktorat

Jenderal Pajak terdiri dari 3(tiga) jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar

2. Kantor Pelayanan Pajak Madya

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sesuai dengan PMK Nomor 209/PMK.01/2012 , maka pembagian wilayah

kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi

wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup

meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Timur

b. Kecamatan Medan Tembung

c. Kecamatan Medan Perjuangan 



3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup

meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Barat

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup

meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Petisah

b. Kecamatan Medan Sunggal

c. Kecamatan Medan Helvetia

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup

meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Kota

b. Kecamatan Medan Denai

c. Kecamatan Medan Area

d. Kecamatan Medan Amplas

6. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Polonia,  dengan  ruang

lingkup meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Polonia

b. Kecamatan Medan Maimun

c. Kecamatan Medan Baru



d. Kecamatan Medan Tuntungan

e. Kecamatan Medan Selayang

f. Kecamatan Medan Johor

7. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Belawan  dengan  ruang

lingkup meliputi wilayah:

a. Kecamatan Medan Belawan

b. Kecamatan Medan Marelan

c. Kecamatan Medan Labuhan

d. Kecamatan Medan Deli

8. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Binjai,  dengan  ruang  lingkup

meliputi wilayah:

a. Kota Binjai

b. Kabupaten Langkat

9. KPP Pratama Lubuk Pakam, dengan wilayah kerja :

a. Kecamatan Deli Serdang

Nilai-Nilai Kementrian Keuangan

a. Integritas



Menjalankan tugas  dan pekerjaan  dengan selalu memegang teguh kode

etik  dan  prinsip-prinsip  moral,  yang  diterjemahkan  dengan  bertindak  jujur,

konsisten dan menepati janji. 

b. Profesionalisme 

Memiliki  kompetensi  dibidang  profesi  dan  menjalankan  tugas  suatu

pekerjaan  sesuai  dengan  kompetensi,  kewenangan,  kewarganegaraan,  serta

norma-norma profesi, setia dan social.

c. Sinergi

Mengembangkan  dan  memastikan  hubungan  kerjasama  internal  yang

produktif  serta  kemitraan  yang  harmonis  dengan  para  pemangku  kepentingan

untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dari pengertian ini

terlihat dua dimensi sinergi yang selayaknya terjalin, yaitu dimensi internal dan

dimensi eksternal.

d. Pelayanan

Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan

yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan

memberikan yang terbaik. 

Makna Lambang Kementrian Keuangan



Gambar II.1

Logo Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Arti dari lambang tersebut adalah :

Keterangan Umum

Motto          : Negara Dana Rakca

Bentuk         : Segi Lima



Tata Warna  : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau.

Lukisan

-Padi sepanjang 17 butir

-Kapas sepanjang butir, terdiri dari :

-4 buah berlengkung 4, 4 buah berlengkung 5

-Sayap

-Gada

-Seluruh unsur tersebut tergambar dalam ruang segilima.

Susunan

-Dasar segilima berwarna biru kehitam-hitaman 

-Padi kuning emas

-Kapas putih dengan kelopak hijau

-Sayap kuning emas

-Gada kuning emas

-Bokor kuning emas

-Pita putih

-Motto (sembungan) biru kehitam-hitaman

A. Makna Logo



1. Padi  dan  kapas  melambangkan  cita-cita  upaya  kita  untuk  mengisi

kesejahteraan  bangsa  dan  sekaligus  diberi  arti  sebagai  tanggal  lahirnya

Negara Republik Indonesia.

2. Sayap  melambangkan  daya  upaya  menghimpun,  mengarahkan,

mengamankan keuanagan Negara.

3. Ruang segilima melambangkan dasar Negara Pancasila.

4. Gada  berwarna  kuning  emas  melambangkan  daya  upaya  menghimpun,

mengarahkan, dan mengamankan keuangan Negara.

B. Arti Keseluruhan

Makna  dari  lambang  tersebut  adalah  ungkapan  sesuatu  daya  yang

mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas

Kementrian Keuanagan.

C. Visi, Misi dan Nilai Mentri Keuangan 

Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Timur  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Kantor yang merupakan pejabat eselon III di Kementrian Keuanagan RI

yang bertugas  melaksanakan kegiatan  operasional  pelayanan perpajakan dalam

daerah wewenangnya berdasarkan tekhnis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral

Pajak.  Struktur  organisasi  yang  terdapat  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama

Medan Timur adalah :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

2. Seksi Pelayanan



3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

9. Seksi Penagihan

10. Seksi Pemeriksaan

11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Keberhasilan  program Modernisasi  dilingkungan  DJP,  tidak  hanya  dapat

membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP, tetapi lebih

jauh  juga  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  kecepatan  penerapan

praktek-praktek  good governance  pada institusi  pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mencapai  tujuan tersebut,  Direktorat  Jendral  Pajak  telah  mencanangkan

visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi  Institusi  Penghimpun  Penerimaan  Negara  yang  Terbaik  Demi

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi Direktorat Jendral Pajak



Mengumpulkan  penerimaan  berdasarkan  kepatuhan  pajak  sukarela  yang

tinggi dan penegakan hokum yang adil & pelayanan berbasis teknologi modern

untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

Jumlah  sumber  daya  manusia  di  lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak

Pratama Medan Timur berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak

89 orang pegawai structural dan 11 orang pegawai fungsional.

Adapun Perincian Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel II-1 Pegawai KPP Pratama Medan Timur 

No Seksi/Bagian Jumlah Pegawai
1 Kepala Kantor 1
2 Sub Bagian Umum dan Kepatuhan

Internal

8

3 Pelayanan 16
4 Pengolahan Data dan Informasi 8
5 Eksensifikasi Perpajakan 5
6 Pengawasan dan Konsultasi I 6
7 Pengawasan dan Konsultasi II 12
8 Pengawasan dan Konsultasi III 11
9 Pengawasan dan Konsultasi IV 12
10 Penagihan 6
11 Pemeriksaan 5
12 Fungsional Pemeriksa Pajak 12

Total 102 

S

Sumber data: SIKKA DJP per 20 November 2017

D. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

Kepala KPP

Kep. Sub Bagian 
Umum dan 
Kepatuhan Internal



Gambar II. 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Timur

1) Subbagian  Umum  dan  Kepatuhan  Internal  mempunyai  tugas  melakukan

urusan kepegawaian,  keuangan,  tata  usaha,  rumah tangga,  dan pengelolaan

kinerja  pegawai,  pemantauan pengendalian  intern,  pemantauan pengelolaan

risiko,  pemantauan  kepatuhan  terhadap  kode  etik  dan  disiplin,  dan  tindak

lanjut  hasil  pengawasan,  serta  penyusunan  rekomendasi  perbaikan  proses

bisnis.
(2) Seksi  Pengolahan  Data  dan  Informasi  mempunyai  tugas  melakukan

pengumpulan,  pencarian,  dan  pengolahan  data,  pengamatan  potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

urusan  tata  usaha  penerimaan  perpajakan,  pengalokasian  Pajak  Bumi  dan

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT

Kep. Seksi 
Penggolahan 
Data & 
Informasi

Kep. Seksi 
Penagihan

Kep. Seksi 
Pengawasa
n & 
Konsultasi 
I,II,III,IV

Kep. Seksi 
Pelayanan

Kep. Seksi 
Pemeriksaa
n

Kep. Seksi 
Ekstentifika
si & 
Penyuluhan

Kelompok
Jabatan

Fungsional



dan  e-Filing,  pelaksanaan  i-SISMIOP dan  SIG,  serta  pengelolaan  kinerja

organisasi.
(3) Seksi  Pelayanan  mempunyai  tugas  melakukan  penetapan  dan  penerbitan

produk  hukum  perpajakan,  pengadministrasian  dokumen  dan  berkas

perpajakan,  penerimaan  dan  pengolahan  Surat  Pemberitahuan,  serta

penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
(4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

pajak,  penundaan  dan  angsuran  tunggakan  pajak,  penagihan  aktif,  usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
(5) Seksi  Pemeriksaan  mempunyai  tugas  melakukan  penyusunan  rencana

pemeriksaan,  pengawasan  pelaksanaan  aturan  pemeriksaan,  penerbitan,

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya,  serta  pelaksanaan  pemeriksaan oleh  petugas  pemeriksa

pajak yang ditunjuk kepala kantor.
(6) Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  mempunyai  tugas  melakukan

pengamatan  potensi  perpajakan,  pendataan  objek  dan  subjek  pajak,

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang

ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan

perpajakan.
(7) Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  I  mempunyai  tugas  melakukan  proses

penyelesaian permohonan Wajib Pajak,  usulan pembetulan ketetapan pajak,

bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
(8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,  Seksi Pengawasan dan Konsultasi  III,

serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas

melakukan  pengawasan  kepatuhan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak,

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data



Wajib  Pajak  dalam  rangka  melakukan  intensifikasi  dan  himbauan  kepada

Wajib Pajak.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai  tugas  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  jabatan  fungsional

masing-  masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  Kelompok

jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai  kelompok  sesuai  dengan  bidang  keahliannya.  Setiap  kelompok

dikoordinasikan  oleh  pejabat  fungsional  senior  yang  ditunjuk  oleh  Kepala

Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.




































